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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan
dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik
Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia
No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab
yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat
dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara
garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal
Fonem-fonem konsonangbahasa Auwab yang dalam system tulissan Arab
dilambangkan dengan hurufi Dalamttanséliterasi ini sebagian dilambangkan
huruf, sebagian dilambangkan dengan fanda,dan sebagian lagi dengan huruf

dan tanda sekaligus,

Huruf Arab | ;Nama Huruf Latin Keterangan

) Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
(- Ba’ B Be

< Ta’ T Te

& Sa’ S s (dengan titik di atas)
d Jim J Je

C Ha’ h h (dengan titik dibawah)
d Kha’ Kh ka dan kha’

4 Dal D De

3 Zal 7 zet (dengan titik di atas)
D Ra’ R Er

3 Zai Z Zet
G Sin S Es
U Syin Sy es dan ye
ol Sad S s (dengan titik di bawah)
Ul Dad d d (dengan titik di bawah)
b Ta T t (dengan titik di bawah)
5 Za 1 z (dengan titik di bawah)
g ‘Ain ¢ Koma terbalik di atas
4 Gain G Ge

] Fa F Ef

d Qaf Q qi

d Kaf K ka

J Lam L el

2 Mim M em

O Nun N en

3 Waw \%\Y% we

® Ha’ H ha

s Hamzah ¢ Apostrof




| s

| Ya© | Y

ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

Cpantia Ditulis

muta ‘aqqidin

B Ditulis

‘iddah

C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap
menjadi bahasa Indonesia

: ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karcn@ berangkai dengan kata lain, ditulis t

A dans

kil 318

D. Vokal Pendek
Fathah ditulis ¢, kasrah ditulis 7, dan dammah ditulis .
E. Vokal Panjang

- ditulis Ni’matullah
. ditulis Zakat al-Fitri

| Fathah #alif Dilis A
Ly Jaahiliyyah

2 | Fathah + ya’mati Ditulis A
(P yas‘a

3 | Kasrah+ ya’mati Ditulis I
A S karim

4 | Dammah + Ditulis .|
Y:jyﬁlmatl Sfuriid

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan
Dengan Apostrof

il

il ga

. ditulis ¢ ’anfum
. ditulis mu ‘anntas

G. Vokal Rangkap

\ Fathah dan ya’ sukun ditulis Bainakum
Y | Fathah dan wawu ditulis Fauqakum
sukun
psih

Vi




H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
O A : ditulis al-Qur’an
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang
mengikutinya
Aazd) : ditulis as-sayyi’ah

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

adlay) g : ditul

ikh al-Islam atau syaikhul Islam
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MOTTO
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ABSTRAK

Kazhimah NIM. 1119008. KEPATUHAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN
PEMBATALAN PERKAWINAN DI KOTA PEKALONGAN. Skripsi,
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Igbal Kamalludin., M.H.

Pembatalan perkawinan di Kota Pekalongan dipengaruhi oleh beberapa faktor
yaitu karena adanya pemalsuan dokumen, tidak adanya izin dari istri ( bagi suami
yang akan poligami), menikah tanpa adanya wali yang sah, pernikahan yang
dilarang karena saudara sepersusuan. Meskipun telah dilakukan pembatalan
perkawinan secara sah di Pengadi@m ¥Agama, namun pada kenyataannya para
pelaku tetap menjalankan hubumgan suami istri. Fenomena ini menarik diteliti
dengan fokus mengapa masyatakat K ota"Pekalongan tidak patuh hukum terhadap
pembatalan perkawinan? gdam "bagaimana“akibat hukum dari ketidakpatuhan
masyarakat terhadap putlisan‘pembatalan perkawinamdi Kota Pekalongan?.

Penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan Kuwalitatif ini dilakukan di
wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekalongan‘tepatnya di tiga Kecamatan,
yaitu Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan
Pekalongan Utarta. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, data primer
diperoleh dengan teknik wawancara kepada hakim, pelaku dan pihak keluarganya,
serta Kepala KUA. Sedangkan data sekunder berupa putusan-putusan Pengadilan
Agama, buku, jurnal, skripsi dan tesis yang diperoleh dengan teknik dokumentasi.
Teori kepatuhanfhukum dan konsep pembatalan perkawinan digunakan sebagai
pisau analisisnya. Adapaun teknik analisis data dengan interaktif model dari Miles
dan Huberman, dengan langkah-langkah; data reduction (teduksi data), data display
( penyajian data)yeenclusion drawing/verivication ( penarikan kesimpulan).

Hasil penelitian. ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor.yangamempengaruhi
ketidakpatuhan hukum masyarakat Kota Pgkalongan adalah ketidaktahuan
masyarakat tentang hukum-pembatalan perkawinan, kurangnyapemahaman hukum
yang dimiliki, serta masih kurangnya kepedulian hukum sehingga memunculkan
sikap mengabaikan hukum yang ada. Akibat hukam dari ketidakputahan tersebut
adalah nasab anak dinasabkan kepada Ibunya, akibat hukum terhadap istri (karean
dipoligami) sehingga salah satunya terabaikan, serta akibat hukum terhadap harta
bersama yang berada di bawah penguasaan salah satu pihak (istri kedua dan anak-
anaknya) .

Kata Kunci: Ketidak Patuhan Hukum, Faktor-Faktor Ketidak Patuhan, Akibat
Ketidak Patuhan Hukum.
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ABSTRACT

Kazhimah NIM. 1119008. LEGAL COMPLIANCE WITH MARRIAGE
CANCELLATION DECISIONS IN PEKALONGAN CITY. Thesis, Islamic
Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. State Islamic University.
Abdurrahman Wahid Pekalongan, Supervisor Igbal Kamalludin., M.H.

Cancellation of marriages in Pekalongan City is influenced by several factors,
namely due to falsification of documents, lack of permission from the wife (for
husbands who want to be polygamous), marriages without a legal guardian,
marriages that are prohibited becauséthey are siblings. Even though the marriage
was legally annulled in the Religious Court,iin reality the perpetrators continued to
have a husband and wife relationship. This phenomenon is interesting to research
with a focus on why the people of Pekalongan City do not obey the law regarding
marriage annulment? qand what are the legal consequences of community
disobedience to the deeision to annul marriage in Pekalongan City?

This sociologieal juridical rescarch with a qualitative approach was carried
out in the legal area of the Pekalongan City Religious Court, specifically in three
sub-districts, namely West Pekalongan District, East Pekalongan District and North
Pekalongan Distriet. Data sources consist of primary data and secondary data,
primary data was obtained using interview techniques with judges, perpetrators and
their families, as well as the Head of the KUA. Meanwhile, secondary data is in the
form of Religious Court decisions, books, journals, theses and theses obtained using
documentation techmiques. The theory of legal compliance and the concept of
marriage annulment are used as tools for analysis. The data analysis technique uses
the interactive model from Miles and Huberman, with steps; data reduction (data
reduction),datadisplay (data presentation), conclusion..deawing/verification
(drawing conclusions).

The results of this research conclude that the factors that influence legal non-
compliance among the people of Peckalongan City are the public's ignorance about
the law on marriage annulment, a lack of understanding of the law, and a lack of
awareness of the law, giving rise to an attitude of ignoring existing laws. The legal
consequences of childlesSness are that the child's Tincage is assigned to his mother,
the legal consequences for the wife (because of polygamy) so that one of them is
neglected, as well as the legal consequences for joint property which is under the
control of one of the parties (the second wife and their children).

Keywords: Non-compliance with the Law, Factors of Non-compliance,
Consequences of Non-compliance with the Law.
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pembatalan perkawinan, berarti menganggap perkawinan yang telah
dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada.
Menurut Undang-Undang Perkawinah, Nomor 1 tahun 1974, pengaturan secara
menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 22 sampai
dengan Pasal 28, dan peraturan pelaksanaanmyashanya menentukan tentang
pembatalan petkawinan seperti tersebut dalam® Pasal 27 dan Pasal 28.!
Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi
syarat-syarat | perkawinan, dapat disebabkan pula | karena perkawinan
dilangsungkan déngan menggunakan wali nikah yang tidak sah sebagaimana
yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974 yanganenyatakan bahwa perkawinan yang.dilangsungkan dimuka
pegawal pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah
atau yang dilangsungkan | tanpa dihadiri olegh 2" (dua) orang saksi dapat
dimintakan pembatalannya olch para Keluarga dalam garis keturunan lurus
keatas dari suami atas istri, jaksa dan suami atau istri.” Pembatalan perkawinan
hanya dapat dilakukan dengan putusan Pengadilan. Dengan adanya putusan
Pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi

dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak

! Tami Rusli, Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, Pranata Hukum, Volume 8, No. 2, (Juli 2013) Him 158.

2 Tami Rusli, Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, Pranata Hukum, Volume 8, No. 2, (Juli 2013) Hlm 160.



pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan
yang pernah dilaksanakan.?

Terdapat beberapa akibat hukum yang terjadi disebabkan oleh adanya
peristiwa Pembatalan perkawinan, salah diantara adalah sebagai berikut;

Akibat Hukum terhadap anak, sebagaimana ketentuan Pasal 28 Ayat (2a)
UU No.1 Tahun 1974 bahwa “ kegputiisan pembatalan perkawinan tidak berlaku
surut terhadap anak-anakgyang™ dilahirkan, dari perkawinan tersebut”. Hal
tersebut ditegaskan dalamPasal 75 dan 76 KHI. Amak-anak tetap menjadi anak
yang “sah” sehingga pembatalan perkawinan tidak‘akanumemutuskan hubungan
hukum antarajanak dengan orang tuanya. Dan orang tua wajib memilihaara dan
mendidik anak=anak mereka dengan sebaik-baiknya.*

Akibat Hukum terhadap Istri, perlindungan hukum terhadap istri sebagai
akibat perkawinan yang dibatalkan, sebagaimana diaturdalam Pasal 28 ayat (2)
butit(b) UL No.l tahun 1974 menentukan bahwa: keputusan pembatalan
perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau istri yang bertindak dengan
iktikad baik, kecuali terhadap bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan
atas adanya perkawinan lamn yang lebih"dahult:"Akibat hukum dari pembatalan
perkawinan diatur dalam Pasal 28 UU No.l Tahun 1974 dan Pasal 95-98
KUHAPerdata yang dibedakan menjadi, Pertama, adanya iktikad baik dari
suami dan istri. Kedua, hanya salah satu pihak yang beriktikad baik. Ketiga,

tidak adanya iktikad baik dari suami dan istri.

3 Tami Rusli, Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, Pranata Hukum, Volume 8, No. 2, (Juli 2013) Hlm 163

4 CST. Kansil dan Chirstine ST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia,Rineka cipta,
Jakarta, 2011, 104



Akibat Hukum terhadap harta bersama, terdapat dalam Pasal 28 Ayat (2)
huruf b Undnagb-Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang
menyatakan bahwa suami atau istri yang bertindak dengan i’tikad baik, kecuali
terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya
perkawinan lain yang lebih dulu. Dari pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Petkawinan, dapat di tafsirkan bahwa terhadap
suami istri yang bertindak dengan 1Ktikad, baik dalam arti tida ada unsur
kesengajaan untuk melangsungkan perkawinan déngan melanggar hukum yang
berlaku, sehingga walaupun perkawinan itu dibatalkan eleh Pengadilan karena
tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta
bersama.’

Jadi pengettian pembatalan perkawinan menurmat Kamus hukum adalah:
suatu tindaka@ pembatalan suatu perkawinan yang fidak mempunyai akibat
hukumyang.dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syasat.yang ditentukan
oleh hukum atay Undang-unidang.®

Dari beberapa pengertian pembatalan perkawinan tersebut di atas, dapat
ditarik kesimpulan sebagat berikut
1. Bahwa dalam pembatalan perkawinan, suatu perkawinan tersebut sudah

terjadi.
2. Perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat

perkawinan.

5> Tami Rusli, Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, Pranata Hukum, Vol. 8 No.2 (Juli), 2013.

¢ Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum
Perdata/BW, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm. 36



3. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan.

Bahasan dalam penelitian ini adalah dengan mengangkat sebuah
permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat dengan latar belakang sebuah
pernikahan yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Pekalongan, terdapat
6 kasus yang sudah diputuskan oleh pengadilan awal mula peermasalahan yang
berbeda-beda. Contoh dalam kasli§ ‘pertama adanya permohonan pembatalan
perkawinan yang diajukangke Pengadilan Aigama sesuai dengan daerah hukum
tempat perkawinan dilaksanakan atau tempat tinggal suami istri. Berdasarkan
hasil penelitiag inl menunjukan bahwa pembatalan perkawinan di wilayah
hukum Pengadilan Agama Pekalongan dengan Putusan No. 531/Pdt.G/2017/
PA.Pkl, No Putusan 274/Pdt.G/2018/PA.Pkl, " dan No Putusan
200/2021/PdtiG/PA/Pkl dimana Nomor Putusan ini adalah revisi dari Nomor
Register 79/Pdt.G/2021/PA Pkl. dimana permasalahan yang ada dalam kasus-
kasus tersebutadalah karena faktor permasalahan ijin peligamiyangtidak sesuai
dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan. Poligami dilakukan tanpa
persetujuan dari pthak istri yang sah, dan'tanpa ada izin dari Pengadilan Agama,
serta adanya data/identitas yang tidak scsuai dengan keadaan sebenarnya.’
Pembatalan Perkawinan dilakukan oleh istri pertama sebagai istri sah terkait
perkawinan kedua suami yang dilakukan tanpa izin dari istri maupun ijin dari
Pengadilan Agama setempat. Kemudian kasus pada Nomor Putusan

189/Pdt.G/2020/PA.Pkl dengan faktor permasalahan pembatalan perkawinan

7 Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor Perkara 531/Pdt.G/2017/ PA.Pkl, No
Putusan 274/Pdt.G/2018/PA.Pkl, No Putusan 79/Pdt.G/2021/PA.Pkl, dan No Putusan
200/2021/Pdt.G/PA/PKI.



dengan tanpa ijin dari wali nasab,? kasus ini berada di dalam wilayah Hukum
Pengadilan Agama Pekalongan lebih tepatnya kecamatan Pekalongan Utara.
Kemudian terdapat kasus dengan Nomor Putusan 120/Pdt.G/2022/PA.Pkl
dengan faktor permasalaan pembatalan perkawinan yang didari karena
pengantin ini merupakan saudara sepersusuan yang baru diketahui setelah 1
tahun 6 bulan jalannya pernikahan®

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Petkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang
menyatakan bahwa perkawinan yang dilangSungkan di muka pegawai pencatat
perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah “yang. tidak sah atau yang
dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan
pembatalannyaoleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami
atas istri, jaksadan suami atau istri.

Berdasaran Pasal 74 ayat (2) KHI menyatakan : “Batalnya suatu
perkawinan.dimulai setelah putusan Pengadilan Agamanempunyai kekuatan
hukum yang tetap dan“berlaku sejak saatjberlangsunya perkawinan.” Kendati
demikian pada kenyataannya dalam sebagian masyarakat Kota Pekalongan
masih belum faham betul bahwasanya perkawinan tersebut telah sah batal di
muka Pengadilan Agama, sehingga terdapat beberapa masyarakat Kota
Pekalongan yang masih hidup bersama dan satu rumah meskipun pernikahnnya

telah ditetapkan Batal oleh Pengadilan Agama Pekalongan.

8 Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor Perkara 189/Pdt.G/2020/PA Pkl
° Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor Perkara 120/Pdt.G/2022/PA.Pkl



Dalam kasus ini tidak hanya di Kota Pekalongan, terdapat juga kasus
serupa dalam lingkup wilayah hukum yang berbeda, salah satunya pada wilayah
hukum Pengadilan Agama Kajen tepanya di desa Tangkil Kulon bahwasanya
terdapat beberapa masyarakat yang masih hidup bersama dan satu rumah
meskipun pernikahannya telah ditetapkan batal oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan objek permasalahan ketidakpatuhan hukum yang telah
dijelaskan di atas penulis dapatmengambil beberapa rumusan masalah yang ada:
. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, rumusan penelitian ini adalah:

1. Mengapa masyarakat di Kota Pekalongan tidak patuh hukum terhadap
pembatalan perkawinan?

2. Bagaimana akibat hukum dari ketidakpatuhan masyarakat terhadap putusan
pembatalaniperkawinan di Kota Pekalongan?

. Tujuan Penelitian

1. Untuk menelusuri faktor-faktor ketidakpatuhan hukum masyarakat terhadap
putusan pembatalan perkawinan di Kota Pekalongan.

2. Untuk menjelaskan mmplikasi hukum dart ketidakpatuhan masyarakat
terhadap putusan pembatalan perkawinan di Kota Pekalongan.

. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoretis

Kegunaan secara teoretis penelitian ini adalah guna untuk menerapkan

kembali teori yang sudah ada dengan masalah yang baru terjadi, kemudian



dengan memperjelas kembali kepada masyarakat mengenai hukum yang
sesuai dengan kondisi masalah yang ada di masyarakat.
2. Kegunaan Secara Praktis

Kegunaan secara praktis penelitian ini adalah guna untuk menambah
wawasan dan pengetahuan bagi penulis, serta menjadi bahan bacaan yang
bermanfaat juga menambah wé@Wwasan untuk masyarakat mengenai putusan
pembatalan perkawinangkhustsnyabagimasyarakat Kota Pekalongan.

E. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan penclusuran literatur ditemukan banyak penelitian tentang
Pembatalan Perkawinan, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun jurnal namun
dengan fokus|yang berbeda. Beberapa penelitian yang televan tersebut antara
lain:

Dalam [SKfipsi Muhammad Bashori S.R yang berjudul Pembatalan
Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim. Pengadilan Agama
Wonosgbo Perkara Nomor:il 1 75/Pdt.G/2041/PA " Wsb).'° Dalam penelitian ini
berfokus mengenai”pembatalan perkawinan yang disebabkan karena adanya
paksaan saat melakukan perkawinan yang terjadr di wilayah Pengadilan Agama
Wonosobo dengan nomor perkara 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb. Dalam putusan
tersebut Hakim Pengadilan Agama Wonosobo mengabulkan permohonan
pemohon untuk membatalkan perkawinannya. Pertimbangan hukum yang

digunakan Hakim dalam memutus perkara adalah Pasal 71 Kompilasi Hukum

10 Muhammad Bashori S.R. Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan
Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.wsb), Skripsi Hukum
Perdata Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.



Islam. Namun Hakim Pengadilan Agama Wonosobo mengabaikan Pasal 72
Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Paal 27 Undang-Undang Perkawinan
yang mengatur jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dan jenis penelitian
yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (doktriner yuridis) dengan
pendekatan perundang-undangamd(Starute Approach) dan pendekatan kasus
(Case Approach). Penelitiafh hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan
dengan cara menelitidhanpustaka (data sekunder)s.'

Kesamaan penclitian di atas dengan penchitian.ini adalah sama-sama
membahas mengenai pembatalan perkawinan, adapun perbedaan penelitian di
atas dan penelitian yang diteliti terdapat pada kronologi pernikahan yang dimana
pada penelitian di atas menikah dengan cara paksaan namun pada penelitian ini
adalah dengal adanya pemalsuan identitas dan petmikahan dengan saudara
sepersusuall.

Dalam Skripsi Listya Pramudita yang berjudul "Pembatan Perkawinan Di
Pengadilan Agama; (Studi "Kasus putusanf Pengadilan Agama Sumber
No.3512/Pdt.G/2009)“Dalam penelitian ini membahas mengenai pembatalan
perkawinan yang disebabkan terjadinya pernikahan poligami tanpa adanya ijin
dari Pengadilan Agama. Oleh sebab itu perkawinan tersebut harus dibatalkan
dan perkawinannya dianggap tidak pernah ada. Dalam Undang-Undang

Perkawinan No.l tahun 1974 pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22-28

' Muhammad Bashori S.R. Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan
Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.wsb), Skripsi Hukum
Perdata Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.



dan KHI pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 70-76. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analisis isi (content analysis),

teknik yang digunakan 3 metode pengumpulan data yaitu: wawancara,
doumentasi, kepustakaan.'?

Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian yang diteliti adalah sama-
sama membahas mengenai pembatalan perkawinan. Adapun perbedaan dari
penilitian di atas dan diteliti"adalah™zm dari pernikahan poligami tersebut,
dimana penelitian diatas tidak adanya izin ‘dari pengadilan dan penelitian ini
tidak adanya izifidart istripertama.

Dalam jurnal Al-Qadha, Faisal yang berjudul “Pembatalan Perkawinan
Dan Pencegalannya”. Dalam jurnal ini mengkaji mengenai sebab-sebab yang
dapat membatalkan perkawinan dalam Islam yang disebut dengan fasakh, dan
juga hal-hal yangimencegahan pembatalan perkawinan yaitu;

1. Memesiksa.kelengkapan administrasi  pendaftaran,.dan.melakukan
pemeriksaan status/kebenaran data padaberkas pendaftaran dengan teliti dan
sesuai dengan pcratutan

2. Memasang pengumuman kehendak nikah

3. Memeriksa kembali kebenaran pernyataan calon mempelai atau wali pada

saat pendaftaran sebelum proses akad nikah dilaksanakan.

12 Listya Pramudita, Pembatala Perkawinan Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Agama Sumber Np.3512/Pdt.G/2009), Skripsi Al-Akhwal Al-Syakhsiyah IAIN Syekh
Nurjati Cirebon, 2011.
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4. Mengumumkan kepada saksi bahwa calon pengantin dapat segera dinikahkan
dan sebelumnya memberitahu saksi mengenai fungsi dan tugasnya dalam
proses akad nikah.

5. Memberitahu kepada seluruh hadirin mengenai syarat dan rukun nikah.

6. Melakukan penolakan nikah jika ditentukan penghalang nikah.

7. Menanyakan setuju tidaknya calefiunempelai untuk menikah.'?

Dalam Tesis FhemygAriska yang betjudul “Akibat Hukum Pembatalan
Perkawinan DebitorgTerhadap Pemegang ObjekWaminan Hak Tanggungan”.
Dalam tesis inimengkaji mengenai kedudukan harta bersama yang dijadikan
objek jaminan hak tanggungan setelah terjadi pembatalan perkawinan serta
menjelaskan perlindungan hukum kreditor sebagai pemegang objek jaminan hak
tanggungan setelah terjadi pembatalan perkawinan. Dalam peneletian ini peneliti
menggunakan, penelitian normatif. Pendekatan yamg digunakan adalah
pendekatan Undang-Undang (Statute approach) dan Pendekatan asus (case
approach), Hasil penelitian, ini menunjukkan*bahwa: (1)FKedudukan harta
bersama yang dijadikan ‘objek jaminan Hak Tanggungan setelah terjadi
pembatalan perkawinan adalah hapus sebagai harta bersama, sebab konsekuensi
dari pembatalan perkawinan adalah keadaan dianggap kembali seperti sedia kala
sebelum terjadinya perkawinan, maka dianggap tidak pernah ada harta bersama.
Selanjutnya, terkait dengan harta benda selama perkawinan yang dimaksud tetap

berstatus sebagai objek jaminan yang diikat dengan jaminan pembebanan berupa

13 Faisal, Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahanya, Al-Qadha; Jurnal Hukum Islam Dan
Perundang-Undangan, Vol.4 No.1 Tahun 2017.
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Hak Tanggungan atas perjanjian pokok berupa perjanjian utang piutang antara
kreditor (Bank) dan debitor (Termohon).; (2) Perlindungan hukum kreditor
sebagai pemegang objek jaminan Hak Tanggungan setelah terjadi pembatalan
perkawinan adalah tetap sebagai kreditor preferen yang pemenuhan piutangnya
akan didahulukan dari pada kreditor lainnya. Sebab, pembatalan perkawinan
tidak mengubah status dari harta bénda perkawinan sebagai objek jaminan yang
diikat Hak Tanggungan olel Kreditor atas péxjanjian pokok utang piutang.'*
Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian yang diteliti adalah sama-
sama membahas mengenai pembatalan perkawinam, adapun perbedaan
penelitian di [atas dan penelitian yang diteliti terdapat pada permasalahan
pernikahan yang dimana pada penelitian di atas menggunaan objek hak jaminan
tanggungan seagai faktor penyebabnya, namun pada penelitian ini adalah dengan
adanya pemalsuan identitas dan pernikahan dengan saudara sepersusuan.
Dalam.Tesis_Yusnidar Rachman, SH, yang.begjudul.“Pemabatalan
Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Slawi”. Dalam tesis
mengkaji mengenai Permohonan pembatalan perkawinan dalam kasus di atas
bermula dari diketahuinya status Tergugat yang ternyata ketika menikah dengan
Penggugat menggunakan identitas diri yang tidak benar dan masih terikat
perkawinan dengan pihak lain. Kenyataan tersebut merupakan bukti tidak
terpenuhinya salah satu syarat perkawinan yang mengakibatkan perkawinan itu

dapat dimohonkan pembatalan. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang

4 Fhemy Ariska, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Debitor Terhadap Pemegang
Objek Jaminan Hak Tanggungan, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas
Hasanuddin, 2021.
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penulisan tesis ini dengan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan
terhadap permasalahan dengan sifat hukum, khususnya hukum perkawinan
dalam hal ini mengenai pembatalan perkawinan yang sesuai dengan kenyataan
di masyarakat. Kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah bahwa pada proses
pelaksanaan perkawinan ini dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama
Slawi Nomor. 59/Pdt.G/2005/PA#SIWw. telah terjadi hal yang dapat dijadikan
alasan untuk dilakukanny@ “pembatalan perkawinan, karena telah terjadi
penipuan yang dilaktikan“oleh Tergugat kepadasPenggugat mengenai status
dirinya yang bertentangan dengan syarat-syarat’ perkawinan, yaitu adanya
kesepakan dagtidak adanya paksaan. Adanya pembatalan perkawinan tersebut
memberikan akibat hukum bagi harta suami istri, Secara prinsip, harta bersama
yang diperoleh selama perkawinan (harta gono-gint) menjadi hak bersama,
akibat putusam pembatalan perkawinan tidak boleh merugikan pihak yang
beritikad baik yang dalam karya tulis ini adalah Penggugat, bahkan bagi pihak
yang beritikad buruk “harus, menanggunggsegala kerugianskerugian termasuk
bunga. Sedangkan® bagi 'Pithak Ketiga yang beritikad baik pembatalan
perkawinan tidak mempunyar akibat hukum™yang berlaku surut, jadi segala
perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami istri sebelum pembatalan
perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami istri tersebut. '’

Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian yang diteliti adalah sama-

sama membahas mengenai pembatalan perkawinan, adapun perbedaan

15 Yusnidar Rachman, SH, Pembatalan Perkawinn Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan
Agama Slawi, Tesis Pasca Sarjaa Universitas Diponegoro, 2006.
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penelitian di atas dan penelitian yang diteliti terdapat pada kronologi pernikahan
yang dimana pada penelitian di atas menikah dengan cara penipuan namun pada
penelitian ini adalah dengan adanya pemalsuan identitas dan pernikahan dengan
saudara sepersusuan.
. Kerangka Teori
Teori adalah hasil pemikis@iddan pengalaman yang dapat dibuktikan
secara empiris, sehingga bisa digtinakan unfuk menjelaskan dan mengendalikan
berbagai fenomena. Dalam penelitian ini mengguhakan teori kesadaran hukum
dan teori penegakanhukum
1. Teori Kepatuhan Hukum
Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang memiliki arti sebagai suatu
tindakan yang dilakukan atas dasar perintah untuk mengerjakan sesuatu.
Kepatuhan|erat hubungannya dengan aturan, karena keépatuhan akan muncul
apabila seseorang mengetahui aturan-aturan_yang.sifatnya.wajib untuk
dikerjakan, Tidak semua masyarakat dapat mematuhi hukum, karena hukum
tidak serta merta'terdapat langsung dalam diri sescorang terdapat pengaruh-
pengaruh sosial yang membuat ses€orang lama kelamaan akan mematuhi
hukum dengan sendirinya. Kepatuhan hukum bersifat wajib, karena hukum
itu sendiri merupakan aturan-aturan yang bersifat memaksa, sehingga harus
diaati oleh seluruh warga negara. Sejalan dengan pendapat diatas.'¢
Dalam sosiologi hukum, terdapat teori yang mencerminkan kepatuhan

hukum yang disebut dengan teori paksaan (dwang theoie) salah satu tokoh

16 Sudjana, 4, 2016.
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teori paksaan adalah Max Weber yang mempunyai asumsi bahwa penguasa
lah yang dapat monopoli paksaan secara fisik untuk mencapai tujuan hukum
yaitu ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok yang
memiliki wewenang namun, jika penguasa menggunakan tugas dan fungsinya
dengan sewenang-wenang maka, hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan
pengekan hukum bahkan kebénatan hukum. Seperti jika penegak hukum
sewenang-wenang dalapgimemberikan sanksi, sehingga sanksi yang diberikan
tidak adil. Hal tersebut dapat mengurangi Kewibawaan penegak hukum
bahkan kebefiaran hukum.!”

Kepatuhan dari Individu pada hakekatnya merupakan hasil proses
internalisasi  yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang
memberikan efek pada kognisi seseorang, sikap-sikap maupun pola
perikelakuannya dan hal itu justru bersumber pada erng-orang lain didalam
kelompok.tersebut. Masalah hukum merupakan suatu.derajat.secara kualitatif
dapat dibedakan dalam tiga proses, yaituf'®
a. Compliance

Compliance™ dapat 'diartikan Sebagai suatu kepatuhan yang
didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk
menghindarkan diri dari hukumnan yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan
ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaeda

hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari

17 Suadi, 197, 2018.
18 H.C Kelman 1966 : 140-148
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pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada apabila
ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah hukum
tersebut.'’

b. Identification

Identification terjadi apabila kepatuhan terhadap kaedah hukum ada
bukan karena nilai intrisikmyajakan tetapi agar keanggotaan kelompok
tetap terjaga serta ada hubungam baik dengan mereka yang wewenang
untuk menerapkan kacdah-kaedah huktm tersebut. Daya tarik untuk patuh
adalah ecumtungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut,
sehingga Kepatuhan tergantung pada buruk-baiknyainteraksi.

“If one identified with a foce of which ome is afraid, one can no
longer be hurt by it.” Asumsi tersebut didasarkan pada suatu hasil
penelitian” yang dilakukan Bettelheim terhadap tawaran suatu pusat
konsentrasi,Nazi, dimana para tawanan akhicaya anenesima nilai-nilai
mysuhnya yang terkenal kejam.?

c. Internalization

Internalization dimana seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum
karena secara intrinsik kepatuhan mempunyai imbalan. Isi dari kaedah-
kaedah tersebut adalah sesui dengam nila-nilai yang sejak semula

pengaruh terjadi, atau karena dia merubah nilai-nilai yang semula

dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang

1% Dr.Soerjono Soekanto.SH.MA, Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum, Jakarta : CV
Rajawali, 2019, him. 230.
20 H.O Mowrer 1950 : 592.
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didasarkan pada motivasi secara intrisik. Pusat kekuatan proses ini adalah
kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaedah-kaedah bersangkutan,
terlepas dari perasaan atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau
pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. 2! tentang prsoses ini
Pospisil berpendapat bahwa “Internalization of a rule for behavior does
not necessarily mean thatgSuch. a rule is always maintained in actual
behavior. There are situ@sions inwichithe individual either breaks the rule
on the spur ofithe moment, without much thingking, or he consciously
compromises @ moral ... conviction for an immediate, and ... strong enough
reward. /2%
2. Konsep Pembatalan Perkawinan

Arti pemabatalan perkawinan ialah tindakan Pengadilan yang berupa
putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak
sah.(uodegalordeclared void ), sehingga perkawina tersebutdianggap tidak
perngh ada ( never existed).”

Pembatalan_perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan
Pengadilan. Dengan  adanya puttisan Pengadilan yang membatalkan
perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada.
Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta

menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan.

2l Dr.Soerjono Soekanto.SH.MA, Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum, Jakarta : CV
Rajawali, 2019, hlm. 231.

22 L.Pospisil 1971 : 201, 202

23 Ali Afandi,SH, Hukum Keluarga Menurut Burgerlijik Wetboek, Yogyakarta: Badan
Penerbit Gajah Mada, 1964.
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Selain dari pada yang telah dikemukakan di atas, pembatalan
perkawinan juga mempunyai arti yang sangat penting, hal tersebut
dikarenakan dari perkawinan yang dibatalkan akan berdampak bukan hanya
bagi pasangan perkawinan saja namun juga berdampak bagi pihak-pihak yang
berhubungan dengan perkawinan tersebut, seperti harta benda dalam
perkawinan sebagaimana yamg ‘diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan.
Apabila pembatalan dilaKukan'setelah meémpunyai keturunan atau anak maka
berdampak pula pada anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang
dibatalkan sgbagatmanayang diatur dalam Pasal'45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat
(1) UU Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tidak mengatur
mengenai |pengertian pembatalan perkawinan, | begitu juga Peraturan
Pemerintalk Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang-
undangtersebut, schingga tidak ada satupun_peraturan.yang mengatur
mengenai pengertianipembatalan perkawinan.”*

Dalam Pasal 227 Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 hanya
menyebutkan “perkawinan  dapat “dibatalkan apabila para pihak tidak
memenuhi syarat-syarat untuk perkawinan”.

Demikian juga dalam Pasal 85 KUHPerdata yang menyatakan bahwa
”Pembatalan perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh pengadilan”.
Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun peraturan-

peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan tidak menjelaskan akan

24 Ahmad Azhar Basyir, Op.Cit, hlm. 45
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pengertian pembatalan perkawinan, namun pengertian pembatalan
perkawinan tersebut dapat diambil dari beberapa pendapat para sarjana. 2
Pengertian pembatalan perkawinan menurut Bakri A.Rahman dan
Ahmad Sukardja adalah Pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang
sudah terjadi dapa dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat
untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan
tersebut hanya dapat dipiituskan olch pefigadilan.”
Jadi pengertian pembatalan perkawinan menurut kamus hukum adalah
: suatu tindakan pembatalan suatu perkawinan yang tidak mempunyai akibat
hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan @léh hukum atau Undang-Undang.
Dari beberapa pengertian pembatalan perkawinan tersebut di atas, dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a.Bahwa.dalam _pembatalan perkawinan, suatu _peikawinan tersebut sudah
terjadi,
b. Perkawinan tersebut| dilakukan dengan' tidak memenuhi syarat-syarat
perkawinan.

¢. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan

25 Tami Rusli, Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, Pranata Hukum, Volume 8, No. 2, (Juli 2013) Hlm 163

26 Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum
Perdata/BW, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm. 36
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G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris.
Yaitu mengkaji perilaku masyarakat untuk mengamati keberlakuan hukum di
masyarakat. Penelitian Yuridis-Empiris mengenai pemberlakuan atau

implementasi ketentuan hu ormatif secara langsung pada setiap

penelitian ini pendekatan yang dig an adalah pendekatan

otode ini digunakan degan tuj menggali data-data

erupa kualitatif deskriptif, yang na metode kualitatif

sedur penelitian yang menghasi iptif. Data

yang nyata, i j agal sesuatu yang utuh.
Pendekatan ini mementingkan kualitas data.
2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di dalam Wilayah Hukum Pengadilan

Agama Pekalongan tepatnya pada 3 Kecamatan yang ada di dalam Kota

27 MK Muzaqqi, Bab III Metode Penelitian, Etheses of UIN Maulana Malik Ibrahim ,
Malang, 2015, hlm.
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Pekalongan, yaitu yang meliputi Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan
Pekalongan Utara, dan Kecamatan Pekalongan.

Alasan penelitian mengambil data dari 3 kecamata ini adalah, karena di
dalam kecamatan ini terdapat beberapa kasus pembatalan perkawinan yang
dimana masih terdapat beberapa masyarakat yang belum patuh terhadap
hukum yang telah ditetapkafydalamhal ini adalah ketidak patuhan
masyarakat terhadap putlisan pembatalamyperkawinan.

. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperolch dari responden dan bahan-
bahan kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:
1) Data Primer

Sumber data Primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari
hasil lapangan yang dimana peneliti melakukan wawancara terhadap
pelaku putusan pembatalan perkawinan.

2) Data Sekunder
Selain menganalisa hari wawancara langsung kepada pelaku sebagai
bahan informast penguat diperlukan juga dokumen, dan putusan hakim
yang diperoleh dari Pegadilan Agama Pekalongan dengan;
a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
b) Nomor Putusan 531/Pdt.G/2017/PA.Pkl
¢) Nomor Putusan 274/Pdt.G/2018/PA.Pkl

d) Nomor Putusan 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl
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e) Nomor Putusan 200/Pdt.G/2021/PA.Pkl revisi dari Nomor Putusan
79/Pdt.G/2021/PA.Pkl
f) Nomor Putusan 120/Pdt.G/2022/PA.Pkl
g) Buku, jurnal, skripsi dan tesis.
b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan da ngumpulan data yang diperlukan yaitu:

1) Wawancara

ab.2® Dalam penelitian ini wawa dengan Hakim dan

langgar putusan pembatalan per an schingga penulis

kan data tentang hal-hal yang be n dengan penelitian

analisis hasil

c. Teknik Analisis
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik analasis data kualitatif model Interaktif dari Miles dan Huberman

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

28 Andi Prastowo, MetodePenelitian Kualitatif Dalam Perspektif RancanganPenelitian,
(Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2011), him.220
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1) Data reduction (reduksi data) berarti meringkas, memilih hal-hal yang
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yaitu tentang ketidak
patuhan hukum masyarakat terhadap putusan pembatalan perkawinan.

2) Data display (penyajian data) dapat digambarkan dalam bentuk
penjelasan singkat, keterkaitan antar bagian, folwachart dan
sejenisnya.”’ Mengenai Kefidak patuhan hukum masyarakat terhadap
putusan pembatalan perkawinans yang terjadi pada masyarakat
KecamatangPekalongan Barat, Kéeamatan Pekalongan Timur, dan
Kecaatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.

3) Condlusion drawing/verivication *(penarikam kesimpulan), dapat
mengungkap rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.*” Menarik
kesimpulan faktor ketidak patuhan hukum masyatakat terhadap putusan
pembtalan perkawinan yang terjadi di sebagian Kecamatan yang ada di
KotaPekalongan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui ‘mengenai gambaran yang akan dibahas dalam

penelitian ini, maka akan dipaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Alenia I Pendahuluan : Bab ini berisi pendahuluan yang di dalamnya

menjelaskan tentang latar belakang masalah terkait isu yang akan diteliti. Latar
belakang masalah ini mengulas sedikit tentang masalah yang akan diteliti.

Selanjutnya akan duraikan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian,

2 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, edisi kedua, (Jakarta:Kencana Prenada Media
Group, 2011), him. 339.

30 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif,edisi kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2011), him. 343.
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kegunaan penelitian, kajian riset sebelumnya, kerangka teori, metode penelitian
dan sistematika penulisan.

Alenia II adalah landasan teoritik dan konseptual yang membahas teori
kepatuhan hukum dan konsep pembatalan perkawinan. Hubungan teori
kepatuhan hukum dan kesadaran hukum serta konsep akibat hukum dari

pembatalan perkawinan.

Alenia III adalah h ini berisi mengenai; profil kedua

keluarga pelaku p an perkawinan; aman keluarga mengenai

umum kronologi pembatala awinan dan kepatuhan
hukum masy. mengenai pembatalan perkawina a faktor-faktor yang
mempengaru idak patuhan hukum dalam masyar:
alah analisis: Dalam bab ini berisi

Alenia enai faktor penyebab

ketidakpatuh kum masyarakat dalam putusan pe lan perkawinan, serta

rakat dalam ketidakpatuhan ap putusan

Alenia V ada erisi ke



BAB YV
PENUTUP
A. Simpulan
Berangkat dari seluruh pemaparan bab-bab terdahulu maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan yang membuat bebera arakat di Kota Pekalongan masih belum

patuh akan hukum p inan yang terjadi adalah dengan

terdapat beberap

Faktor-fakt g mempengaruht ketidak hukum masyarakat

terhadap p n pembatalan perkawinan di Kota ongan adalah:

a. Karena ih banyaknya masyarakat yang tahu akan hukum

perkawinan dimana yang seben sudah tidak boleh
suami istri, namun masihtetap m kan hubungan suami

ahaman hu imili h masyarakat

perihal 1s1, tu anfaat d ang mengatur pembatalan

perkawinan.
c. Karena kurangnya sikap hukum, dimana masyarakat lebih memilih
menolak atau menerima hukum karena tidak adanya penghargaan atau

keinsyafan bahwa hukum bermanafaat dalam hal ini yang dimaksud adalah

ada atau tidaknya apresiasi terhadap hukum yang sudah ada.

72
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2. Akibat hukum yang terjadi akibat ketidak patuhan masyarakat terhadap
putusan pembatalan perkawinan.

a. Akibat hukum terhadap anak, dimana jika ketika terjadinya pembatalan
perkawinan sang istri belum hamil, dan sepasangan suami istri masih terus
bersama hingga terjadinya kehamilan pada istri, maka anak yang lahir
setelah terjadinya pembatal@nperkawinan tersebut adalah anak diluar
nikah yang dimana pasabanak ‘mengikuti ibunya. Namun apabila ketika
terjadinya pembatalan perkawinan tersebut berlangsung, maka nasab sang
anak tersgbut mengikuti sang ayah.

b. Akibat hukum terhadap istri, dimana tidak berlakunya Pasal 28 Ayat (2)
huruf bUnadang-Undang Nomor 1 Tahu 1974 yang disebabkan karena
tidak patuhnya sebagian masyarakat terhadap pembatalan perkawinan,
sehingga tidak adanya kekuatan hukum yang tetap yang mengikat pada
suatuhubungan perkwinan yang telah dibatalkan.namun.terus dijalankan
sebagaimana hubungan suai istri yang sah:

c. Akibat hukumiterhadap harta bersama, dimana tidak berlakunya Pasal 28
Ayat (2) huuf b"Undang-Undang Nomior 1 Tahun 1974 pada putusan
pengadilan nomor 531/Pdt.G/2017/PA.Pkl , Putusan Nomor 274/Pdt.G/
2018/PA.Pkl, dan Putusan Nomor 200/Pdt.G/ PA.Pkl. yang dimana adalah
revisi dari Putusan Nomor Putusan Nomor 79/Pdt.G/PA Pkl.

Hal tersebut dikarenakan para pihak yang berperkara dimana yang
dimaksud adalah suami telah melakukan pelanggaran hukum, dimana

suami melakukan pernikahan poligami tanpa adanya persetujuan dari



74

pihak istri yang sah maupun izin dari pengadilan, oleh karena itu pasal
tersebut tidak berlaku pada para pelanggar hukum, namun pada
kenyataannya harta bersama serta harta waris sang suami jatuh pada istri
kedua atau istri dari pembatalan yang telah dibatalkan oleh Pegadilan
Agama, perkara ini terdapat pada Putusan Nomor Nomor 200/Pdt.G/
PA.Pkl. yang dimana adalali'tévisi dari Putusan Nomor Putusan Nomor
79/Pdt.G/PA.PKkl.
B. Saran
Sebelum menutup penyusunan skripsi ini, perkenankan penulis memberi
saran-saran, dengan harapan semoga dapat bermanfaat Khususnya bagi penulis
dan umumnyabagi pembaca:

1. Seharusnya pemerintah desa ataupun petugas yang berwenang, agar
mengecek [dan mempertanyakan kembali mengenai dokumen-dokumen
peisyaratanaikah. Serta kembali mengingatkan mengenaihukum pembatalan
nikah yang seharusnya seperti apa.

2. Seharusnya masyarakat umum untuk;bisa Iebth mengetahui dan memahami
hukum perkawinan™terlebth pada “pembatalan perkawinan, hal ini bisa
didukung oleh buku, ataupun internet.

3. Seharusnya mahasiswa yang tertarik untuk meneliti masalah mengenai
pembatalan perkawinan bdapat memperkaya dari tema-tema selain teori
kesadaran hukum, misalnya status anak yang lahir setelah terjadinya kasus

pembatalan perkawinan.
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Lampiran I : Pedoman Wawancara
PEDOMAN WAWANCARA

1. Data narasumber : Nama, Jabatan/Status, Alamat, Waktu dan Tempat
2. Bagaimana kronologi terjadinya perkawinan hingga terjadinya pembatalan

perkawinan?

3. Mengapa perkawinan ter
4. Bagaiman nasab telah terjadinya pembatalan
perkawinan?

tus anak dalam administrasi kewa garaan?

mbagian harta bersama dalam pem an perkawinan?

ngetahuan masyarakat mengenai p talan perkawinan?

mahaman masyarakat mengenai pe alan perkawinan?

ikap masyarakat setelah menget hukum pembatalan




Lampiran 2 : Transkip wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

A. Perangkat Desa Kelurahan Pasir Kraton Kramat
Nama : Muhammad Itham
Jabatan : Kepala Desa Kelurahan Pasir Kraton Kramat
Alamat : Jl. Angkatan 45, Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kota
Pekalongan
Waktu : 17 Mei 2023
Tempat : Balai Desa KelurahafiBasir Kraton Kramat
Hasil Wawancara

1.

2.

Bagaimana kondisigesial’ budaya masyarakat Kelurahan Pasir Kraton
Kramat?
Jawaban :
“ Dari segi sosialnya, masyarakat di KelurahanPasir Kraton Kramat
guyub rukun. Bisa dilihat dengan adanya kegiatan, dan partisipasi
masyarakat sangat antusias. Dalam kegiatan perkumpulan seperti
jamaah yasin dan tahlil secara otomatis dapat mempersatukan pergaulan
antara warga masyarakat yang tadinya tidak pernah bertemu akhirnya
dapat |[bertemu, yang tadinya tidak pernah keénal akhirnya saling
mengenal. Hanya saja ada bebrapa orang yang masih enggan ikut untuk
bersosialisasi namun sangat minim jumlahnya. Selain yasin dan tahlil
ada juga perkumpulan karang taruna dan kelompok remaja
perkelurahan. Dalam perkumpulannya mereka melakukan kegiatan
Posyandu.Remaja, dan PIK Remaja dalam _kelurahanyang.nanti akan
memberikan informasi dan ilmu-ilmukepada teman-teman remaja yang
ada di kampungnya.”
Bagaimana pendidikan di kelurahan ini ?
Jawaban :
“Alhamdulillah pendidikan disini sudah maju mbak, bisa dilihat dari
adanya beberapa tempat pendidikan terdekat seperti TK, SD,SMP,
SMK dan STM. Bisa dikatakan masyarakat disini pendidikan cukup
tinggi.”

B. Tokoh Masyarakat

1.

Ketua RT

Nama : Makmur

Jabatan : Tokoh agama sekaligus Ketua RT

Alamat : Jl.Veteran GG. 1 Rt.02 RW.16 Kelurahan Pasir Kraton
Kramat Pekalongan Barat

Waktu : 23 Juni 2023

Tempat : Rumah

Hasil Wawancara



a. Bagaimana sikap masyarakat Wilayah Kota Pekalongan khusunya
Kraton dengan adanya kasus?
Jawaban :
“Mayoritas masyarakat desa sini masih banyak yang tidak
menggunakan hukum Islam yang sesuai dengan Al-Qur’an.
Mereka masih beranggapan dalam hukum Islam itu tidak adil
karena laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dari pada
perempuan.”

b. Bagaimana respon masyarakat mengenai pernikahan yang telah
dibatalkan
Jawaban :
“ Warga disinidtidak tahu menahu jika, pernikahan yang terjadi
antara MU dan AR telah dibatalkan, dikarenakan mereka masih
tinggal dalam satu rumah dan atap yang sama, bahkan keduanya
pun gelah memiliki tiga buah hati yang lahir dari rahim AR, jadi
warga tidak banyak yang tahu mecngenai kasus yang terjadi
dianatra keduanya.”

c. Bagaimana awal mula pernikahan keduanya bisa terlaksanakan
padahal tahu bahwa MU telah memiliki Istri?
Jawaban :
“Pemikahan yang terjadi anatar MU dan istrinya sudah lama
meregang kurang lebih hampir satu tahum mereka tidak hidup
bersama, terdapat praduga bahwa keduanya telah berpisah,
sehingga ketika MU datang untuk meminta surat pengantar nikah,
maka langsung saja dibuatkan.”

C. Pihak Keluarga Pengantin

1.

Keluarga I

Nama: T

Pekerjaan : IRT

Alamat : JI. Bahagia GG. Rukun Karya Pasir Kraton Kramat —

Pekalongan Barat

Waktu : 21 Oktober 2023

Tempat : Rumah Keluarga

Hasil Wawancara

a. Bagaimana awal cerita kedua pasangan menikah ?
Jawaban :
“ kedua pasangan ini sudah berpacaran sudah lama mungkin
sekitar 5 bulana, dari pada keduanya lama pacaran terus menuju ke
hal-hal yang negatif, kami selaku orang tua menyarankan untuk
menikah saja. ”



b.

Bagaimana ceritanya pernikahan kedua pasangan ini bisa
dibatalkan?

Jawaban

“ Sebelum saya menyarankan anak saya (AR) untuk menikah
dengan MU, saya juga bertanya kepada MU bagaimana pernikahan
dia dengan istrinya, dan dia menjawab bahwa sudah lama berpisah
dengan istrinya. Yang akhirnya saya dan suami memutuskan untuk
menyaraka keduanya untuk menikah, namun dua hari setelah
terjadinya pernikahan itu tiba-tiba pak lebe dan pak RT datag untuk
mengambil Buku Nikalizmungkin kurang lebih satu minggu anak
dan menantu sayadipanggilsutuk menghadiri sidang di Pengadilan
Agama, sayad tidak tahu sbahwa itu adalah pembatalan
perkawinang®

Apakah g'sampai saat ini perkawinan keduanya masih terus
berlanjut?

Jawaban :

“ lIya, sampai saat ini anak dan menantu saya masih hidup dan
tinggal bersama, dan alhamdulillah telah dikauruniai tiga buah
hati.”

Bagaimana pencatatan kewarganegaraan amak yang lahir dalam
pernikahan ini?

Jawaban :

“ kalo yang satu ini saya kurang tau.”

2. Keluarga Pasangan II
Nama : Ibu S
Jabatan : Tou'rumahitangga
Alamat : Krapyalk, Pekalongan Utara Kota Pekalongan
Waktu : 22°0Kktober 2023
Tempat : Rumah Informan
Hasil Wawancara

a.

Bagiaman awal cerita kedua pasangan dapat menikah hingga
terjdinya pembatalan perkawinan?

Jawaban :

“Anak dan Menantu saya sudah pacaran sekitar 3-4 tahunan,
mereka memiliki keinginan untuk menuju ke bahtera rumah
tangga, saya selaku orang tua pasti menudukung anaknya untuk
menjalankan ibadah terpanjang karena pahlanya berlipat-lipat
ganda, namun ketika anak dan memantu saya meminta restu dai
kakaknya, kakaknya tidak memberikan restu karena dianggap tidak
selevel, dua kali mereka meminta restu dari kakaknya namun tetap
tidak dapat restu, pada akhirnya saya memutuskan untuk meminta
tolong kepada kaka dari alm suami saya untuk menikah kan anak



saya. Hingga akhirnya ketika anak dan memantu saya sudah
menikah, anak tertua saya datang dengan memberikan protesan
bahwa dia merasa tidak dianggap, bahkan anaka tertua saya juga
sempat protes ke KUA Kecamatan Pekalongan Utara, yang hingga
akhirnya pihak KUA menyaranan untuk bisa menggugat ke
Pengadilan, sudah sempat sidang sampai selesai.”

Apakah dalam pernikahan menghasilkan buah hati?

Jawaban :

“Ada, untuk saat ini mereka telah diberkahi dua buah hati, waktu
kasus itu anak saya masih hamil anak pertamanya.”

Apakah sampai _s@at iniwpernikahan keduannya masih tetap
berlanjut ?

Jawaban :

“Alhamgdulillah sampai saat ini pemikahanya baik-baik saja.”
Bagaitana pencatatan kewarganegaraans anak yang lahir dalam
pernikahan ini?

Jawaban :

“ dalam akta kelahiranya cucu saya itu adalah anak ayahnya, dalam
KK juga mereka masih satu KK.”

D. PerangkatKantor Urusan Agama Kota Pekalongan

KUA [Kecamatan Pekalongan Barat

Nama: Agus

Jabatan #Kepala KUA Kec.Pekalongan Barat

Alamat : Medono Pekalongan Barat-Kota Pekalongan
Waktu : 02 Okiober 2023

Tempat T KUA Kee.Pckalongan Bagat

Hasil wawaincara

1.

a.

Bagaimana cerita awal mula pengantin bisa lolos dalam pendataan
berkas pemeriksaan?

Jawaban !

“ Kami selaku petugas itu sudah mengkroschek data dengan
keadaan nyatanya, namun biasanya kesalahan itu terjadi pada tahap
RT karena biar bagaimana pun yang kita tahu RT yang lebih
paham mengani kehidupan nyata calon pengantin ini.”

Apakah bapak mengetahui kasus permasalahan yang terjadi pada
KUA Kecamatan Pekalongan Barat pada tahun 2018?

Jawaban :

“Saya pernah denger tapi pada saat itu saa belum tugas disini
mba.”

Bagaimana tanggapan bapak mengenai kasus perkawinan yang
sudah dibatalkan namun pernikahannya sampai saat ini masih tetap
berlanjut hingga memiliki buah hati?

Jawaban :



“Menurut saya ya mbak, setelah mendengarkan cerita dari anda
terkait kasus tersebut, maka kita kembalikan lagi saja kepada
pribadi masing-masing orangnya, dia faham atau tidak akan hukum
yang berlaku, dan tahu atau tidaknya masyarakat mengenai ilmu
agama, mungkin jika kita berbicara mengenai pernikahan dalam
agama itu ijab qobul saja sudah sah namun jika kita berbcara
mengenai hukum positif maka pernikahan yang dibatlakn itu tidak
sah, berbeda cerita jika sang suami juga mentalak sang istri, maka
jatuh talak juga pernikahan keduanya.”

Bagaimana sikap bapak mengenai nasab anak yang lahir dari
pernikahan yang telahidibatalkan ?

Jawaban :

“Kalau menuruf saya jika'kita berbicara mengenai agama anak itu
nasabnya ikut sang ayah, namumy jika kita berbicara mengenai
hukum postif atau hukum negara itu masab sang aak ya ikut sang
ibu.”

2. KUA Kecamatan Pekalongan Utara
Nama: Bapak
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Utara
Alamat @ JI. Perintis Kemerdekaan No.7 Padukuhan Kraton- Kota
Pekalongan
Waktpi02 Oktober 2023
Tempat $ KUA Kecamatan Pekalongan Utara
Hasil wawancara

a.

Bagaimana cerita awal mula pengantin bisalolos dalam pendataan
betkas.pemeriksaan?

Jawaban :

“Cerita i dimulai dari dimana ealon pengantin ini akan menikah
di KUA Keccamatan Pekalongan Timur, namun dari pihak KUA
Kecamatan Pckalongan Timur menyarankan ke KUA Kecamata
Pekalongan Utara yang dimana domisili dari calon pengantin laki-
laki, singkat cerita pada saat pra nikah sudah kami hek kembali
data dan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan,dan tidak
ada keganjalan yang signifikan, hanya pada wali dari calon
pengantin wanita tertera adalah wali mafqud yang dimana berarti
tidak diketahuinya kebaradaan wali, namun kemudian setelah
dipastikan kembali ternyata ada paman yang akan menjadi wali
pada pernikahannya, dan akhirnya terjadilah sebuah peristiwa
perkaiwnan antara Catin Laki-laki dan Catin Perempuan. Namun
setelah hampir satu tahun lamanya pernikahan sang kakak datang
kepada kami untuk protes mengenai pernikahan yang terjadi pada
adiknya, yang dimana dia mengaku tidak diberitahukan bahwa
adiknya akan menikah, tetapi pada saat itu saya hanya bisa
menyarankan bahwa jika beliau tidak terima dengan hal tersebut



3.

bisa mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Pekalongan,
hingga akhirnya perkawinan keduanya dibatalkan.”

Bagaimana tanggapan bapak mengenai kasus perkawinan yang
sudah dibatalkan namun pernikahannya sampai saat ini masih tetap
berlanjut hingga memiliki buah hati?

Jawaban :

Apakah Ibu mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada
di Indonesia ?

Jawaban :

“ Jika menurut saya pernikahan itu hanya batal dihadap negara saja
mba, sedangkan dih@dapan agama pernikahannya masih sah,
namun kembali .agi, terdapat resiko yang akan ditanggung
pasangan itu, ,dampaknyaitidalke hanya pada diri mereka sendiri
namun pada anak-anaknya pun ikut terseret dalam permasalahan
kedua orang tuanya, terdapat dua pilihan mereka bercerai atau
menikah kembali.”

Bagaimana sikap bapak mengenai nasab.anak yang lahir dari
pernikahan yang tclah dibatalkan?

Jawaban :

“Seperti yang saya katakan tadi, jika nasab dalam artinya ilmu
agama ya anak itu nasabnya ikut sang ayah, namun jika dalam segi
negara atau pencatatanya pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil
mungkin ikut sang ibu.”

Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Timur
Nama: Bapak Abdoel Chodir
Jabatam't'Kepala KUA Kecamatan Pekalongan®Fimur
Alamatsdl. Tondano, Pekalongan Timur — Keta.Pekalongan
Waktu : 03 Oktober 023
Tempat : KUA'Keeamatan PekalonganTimur
Hasil wawancara

a.

Bagaimana cerita awal mula pengantin bisa lolos dalam pendataan
berkas pemeriksaan?

Jawaban :

“Ini kan yang cerita anak jl.kartini nkah sama orang Cikarang itu,
nah itu berawal dari sang cewek kenalan sama orang di media
sosial yang dimana dalam perkenalan itu sang cowok mengajak
untuk menikah dan mengaku belum punya istri, namun ketika
keduanya bertemu sang cewek itu tau bahwa sang cowok ternayat
sudah punya sitri, namun mereka tetap kekeh untuk melanjutkan
pernikahanya, dalam dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan
pernikahan menggunakan status palsu, namun hal itu tidak sesaui
kenyataannya, singkat cerita pernikahan keduanya tetap terlaksana,
namun saya kurang tau tiba-tiba pernikahan keduanya berakhir
dengan pembatalan, putusan penetapan pengadilannya pun belum
sampai kepada pihak KUA Kecamatan Pekalongan Timur .”



b.

Bagaimana tanggapan bapak mengenai kasus perkawinan yang
sudah dibatalkan namun pernikahannya sampai saat ini masih tetap
berlanjut hingga memiliki buah hati?

Jawaban :

“ Kalo menurut saya itu sudah jelas-jelas melanggar hukum, karena
kembali lagi kita hidup dan berkewarganegaaran Indonesia yang
dimana ada aturan-aturan yang telah ditetapkan dan wajib
dipatuhi.”

Bagaimana sikap bapak mengenai nasab anak yang lahir dari
pernikahan yang telah dibatalkan?

Jawaban :

“Jika menurut saya itu nasabwnya anak ayah ya, kecuali jika mereka
masih melakukan hubungan suami istri hingga menghasilkan buah
hati itu nasab anaknya ikut ibu, Karena sama saja dengan zina.”

E. Pelaku Pelanggar Putusan Pembatalan Perkawinan
PelakwiNoemor Putusan 0274/Pdt.G/2018/PA.Pkl

1.

Nama’ s Istri T1

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat  : PasirKratonKramat- Pekalongan Barat-Kota Pkalongan

Waktt : 06 Mei 2023

Tempat | : Kediaman Pelaku

Hasil wawancara

a. Apakah anda mengetahui bahwa hal tersebut (tetap menjalankan
pernikahan meskipun telah di tetapkan batal oleh Pengadilan
Agama)?
Jawaban :
“Tidak kamitidak tahu soal itu.”

b. Apakah anda mengetahui bahwa terdapat akibat hukum yang
terjadi ketika melakukan pelanggaran ini?
Jawaban:
“Saya tidak tahu bahwa akan ada akibat hukum yang akan terjadi
kedepannya.™

c. Apa yang akan anda lakukan jika dikemudian hari akibat hukum
tersebut terjadi?
Jawaban :
“ Mungkin mencari solusi.”

d. Bagaimana pencatatan anak yang anda lahirkan dalam pernikahan

ini?

Jawaban :

“Ya mencatatkan seperti biasanya, hanya saja sedikit sulit
mengingat buku nikah saya dan suami telah diambil oleh pihak
KUA.”



2. Pelaku Nomor Putusan 0189/Pdt.G/2020PA.Pkl

Nama : AN

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat  : Krapyak Pekalongan Utara- Kota Pekalongan

Waktu : 06 Mei 2023

Tempat : Kediaman Pelaku

Hasil wawancara

a. Apakah anda mengetahui bahwa hal tersebut (tetap menjalankan
pernikahan meskipun telah di tetapkan batal oleh Pengadilan
Agama)?
Jawaban :
“Tidak kami tidakstahu soal'itu.”

b. Apakah andagmengetahui balwa terdapat akibat hukum yang
terjadi ketika'melakukan pelanggafan ini?
Jawabang
“Sayal tidak tahu bahwa akan ada akibatshukum yang akan terjadi
kedepannya.

c. Apa yang akan anda lakukan jika dikemudian hari akibat hukum
tersebut terjadi?
Jawaban :
“ Mungkin mencari solusi dari akibat atau permasalahan yang
terjadi”

d. Bagaimana pencatatan anak yang anda lahitkan dalam pernikahan
ini?
Jawaban :
“Ya 'mencatatkan seperti biasanya, hamya saja sedikit sulit
mengingat buku nikah saya dan suamitelah diambil.oleh pihak

KUA.”
3. Pelaku Nomor Putusan 200/Pdt.G/202 1/PA.Pkl
Nama R
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat  : Perum Bina Griya- Pckalongan Barat

Waktu : 03 Mei 2023

Tempat  : Kediaman Pelaku

Hasil wawancara

e. Apakah anda mengetahui bahwa hal tersebut (tetap menjalankan
pernikahan meskipun telah di tetapkan batal oleh Pengadilan
Agama)?
Jawaban :
“Tidak saya tidak tahu soal itu.”

f. Apakah anda mengetahui bahwa terdapat akibat hukum yang
terjadi ketika melakukan pelanggaran ini?
Jawaban :
“Saya tidak tahu bahwa akan ada akibat hukum yang akan terjadi
kedepannya. ”



g. Apa yang akan anda lakukan jika dikemudian hari akibat hukum
tersebut terjadi?
Jawaban :
* Saya akan menerima konsekuensi dari kesalahan saya mba.”

h. Bagaimana pencatatan anak yang anda lahirkan dalam pernikahan
ini?
Jawaban :
“Ya mencatatkan seperti biasanya.”

4. Pelaku Nomor Putusan 0120/Pdt.G/2022/PA.Pkl

Nama 1

Pekerjaan : Ibu Rumah

Alamat  : Perum Bi kalongan Barat
Waktu I

Tempat

Hasil waw

but (tetap menjalankan
atal oleh Pengadilan

aya tahu soal itu.”
h anda mengetahui bahwa terd
ketika melakukan pelanggaran ini?
an :

syaa tahu mbak, tidak hanya h
t agama juga ada, apalagi saya
usuan sendiri”

akan anda lakukan jika di i iakibat hukum
i?

akibat hukum yang

negara saja akibat
ikah dengan saudara




Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup

L.

II. Identitas Oran

I11.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KAZHIMAH

Tempat Tanggal Lahir , 09 November 2001

Agama

Alamat : . 02 RW.16 Pasirkratonkramat

= -

s MAKMUR =

Nama Ayah

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara

Nama Ibu : AMANAH

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Agama : Islam

Alamat : JI. Veteran GG.1 RT. 02 R Pasirkratonkramat

 Pekalongan Barat Kota Pe

Riwa

SD N ulus tahu
SMP N 08 Pekalon ulus tah
SMK N 3 Pekalongan hllS Ta

Demikian daftar riwayat hidup penulis, dibuat dengan sebenar-benarnya.
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